
BABI 

PENDAJIULUAN 

Wilayab suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun 

masalah kclautan atau wilayab laut tidak dimiliki oleh setiap negara. hanya negara­

negara tenenrulah yang mempunyai wilayah laut yaitu ncgara dj mana v.ilayah 

daratnya berbatasan dengan Laut. 

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dcngan 

titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berani 

pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, scjauh garis terluar batas \\ilayahnya. 

Dalam pcrkembangan hukum intemasional. batas kckuasaan yang merupakan 

batas \\ilayab suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu 

negara dap:n berakibat fatal babkan dapat mcnimbulkan kerenggangan hubungan dan 

apabila bcrlarut-larut akan berakibat peperangan. Oengan batas wilayah dituntut 

bubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-pcrjanjian yang diciptakan 

perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain. 

Pcnentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya 

selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan penimbangan lain sehingga 

kepcntingannya sama-sama berjalan. 

Dalam penimbangannya secara umum dapat memperhatikan : 

Bagi negara-negam yang wilayabnya Keadaan geografi. 

Strategi (keuntungan dan kerugian dalam penahanan dan keamanan ). 
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Kesamarataan (tingkatan) 

Sedangkan Bab II Wilayah Perikanan Pasal 2 Undang-Undang Rcpublik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tcntang Perikanan mengatur : 

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi : 
a. Perairan Indonesia; 
b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam \�ilayah 

Republik Indonesia; 
c. Zona Ekonomi Eksklusif lndoncsia.1 

Berbatasan dengan wilayah negara lain batasnya tidak ditenlUkan sccara 

sepihnk, melainkan memperhatikan : 

Historisnya. dan 

Perjanjian yang dilakukan. 

Berdasarkan pcngalaman prak'tek ketatanegarnan yang bcrsifat intemasional, 

apabila hauya mempcrhatikan scjarah/historisnya saja masih banyak menimbulkan 

permasalahan. 

Dalam sejarah hukum internasional, selalu mengupayakan penetapan batas 

Jaut teritorial secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai 

dan pclintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditenlukan berdasarkan 

kebiasaan-kebiasaan yang bcrlak'U dalam praktek ketatanegaraan negara yang 

bersangkutan deugan mempcrhatikan kepentingan oegara lainnya.2 

Pcnentuan batas laut demikian sangatlah subyehif dan tidak mustahil hanya 

kcpentingan scndirilah yang diutarnakan sehingga di dalam penenturui batasnya 

disesuaikan kepentingannya masing-masing. Bagi hukum intemasional banyak 

1 Undang-Undang Rcpublik Indonesia Noll\Qr 9 Tahun 1985, T�111ang Perikanan 
2 P. Joko Subag)O, Ptrlr�mbangan H11k11m Laut Indonesia, Ghalia lnd�sia. Jakarta. 1995, 

hat. 31. 
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